SALINAN i

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
( RPJMD ) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2007-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu
menetapkan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPIJMD )
Kabupaten Hulu Sungai Utara 2007-2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran = Negara = Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia’ Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-
raan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
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Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden. Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004-2009;

Peraturan‘ Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu. Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten -Hulu Sungai Utara Tahun 2006
Nomor 15 Seri D Nomor 1 );

Peraturan Daerah . Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2008 Nomor 19 );

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20 );

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan
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Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu -Sungai Utara
Nomor 23 Tahun 2008 tentang . Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Utara (- Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanan, . Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten. Hulu. Sungai’ Utara ( Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008
Nomor 25 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN -HULU SUNGAI UTARA

dan
BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN  JANGKA  MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2007-2012.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara;

Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya.disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD,
adalah satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah,
kecamatan dan kelurahan dalam_wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Utara;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara yang selanjutnya disebut dengan RPIJMD Kabupaten
Hulu. Sungai. Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007-
2012, vyang Dberfungsi sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP-Daerah ) dan memuat
visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum
kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal,
arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan
secara lintas sumber pembiayaan, yang mencakup sumber
pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

Lembaran Daerah Kab.HSU Tahun 2009 Nomor 2
ttg RPJMD Tahun 2007 - 2012



10.

11.

(1)

8

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk
periode 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah
untuk setiap unit kerja Daerah, yang memuat-visi, misi, arah
kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang
kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima
tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi
Bappeda;

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan tahunan setiap
unit kerja Daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD dan
memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang
dilengkapi dengan formuler “kerangka anggaran dan kerangka
regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan;

Rencana Kerja« Pemerintah  Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan tahunan dan merupakan bahan utama pelaksanaan
Musrenbang Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi;

Visi. adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;

Misi adalah. rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2
RPIJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode
2007 — 2012.
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(2) RPIJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a.

SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Renstra-
SKPD;

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai . Utara dalam
menyusun RKPD;

SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Renja-
SKPD.

Pasal 3

SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan program dalam RPJMD
Kabupaten Hulu Sungai Utara dituangkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 4

SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan program Renstra-SKPD
yang dituangkan dalam Renja-SKPD.

Pasal 5

Sistematika RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 - 2012,
disusun sebagai berikut:

Bab I

Bab II
Bab III
Bab IV

Bab V
Bab VI

: Pendahuluan
: Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
. Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

: Analisis dan Prediksi Kondisi Perekonomian Kabupaten Hulu
Sungai Utara

: Arah Kebijakan Keuangan Daerah
: Misi Pertama: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik
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Bab VII : Misi Kedua: Menggali dan Mengembangkan Nilai-Nilai Religius
Islam dan Kultur Budaya Daerah Sebagai Dasar Kehidupan
Kemasyarakatan dan Manajemen Pemerintahan

Bab VIII : Misi Ketiga: Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di
Era Globalisasi Dengan Meningkatkan Mutu Pendidikan

Bab IX : Misi Keempat: Mewujudkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Menuju HSU Sehat 2010
Bab X : Misi Kelima: Membangun Insfrastruktur Daerah - Yang

Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan
Ekonomi Kerakyatan

Bab XI  : Misi Keenam: Mendorong<Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan
Kearifan Budaya Lokal

Bab XII : Penutup

Pasal 6
RPIJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 — 2012 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai- teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Juni 2009
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP
TTD

H.M. AUNUL HADI
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,
CAP
TTD
H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 2.

== SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Oy~ AMBERANI, S.H.M.H.
INGA PEMBINA TINGKAT |
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